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BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR ’° TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG
SUDAH KADALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa sudah
tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu
dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan yang Sudah
Kadaluwarsa;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajakdengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

—dd
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13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara epublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 135-Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

-~
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 57);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhac}ap I?elanggaran
Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2014
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah
Kadaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2014 Nomor 11);

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);

20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-
Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH
KADALUWARSA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluwarsa
(Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

b
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1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia T ahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Bupati Tanah Bumbu.

5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang
Pengelolaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah Kepala
Perangkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor
perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan  usaha perkebunan,  perhutanan, dan
pertambangan.

9. Objek Pajak Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak
adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan
untuk sector perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

10. Wajib Pajak Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau badan, yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

-7~
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11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah.

15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

16. Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lain yang
sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk
menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk
melunasi utang pajaknya.

17. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak
dan biaya penagihan pajak.

18. Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus ditagih
termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak
daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan pajak daerah.

19. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak
daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan pajak daerah.

20. Kadaluwarsa adalah suatu alat ukur memperoleh sesuatu
atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan
lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat

yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Bupati dapat menghapuskan piutang pajak dikarenakan
sudah kadaluwarsa.

(2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan
usulan Kepala BPPRD.
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(3) Permohonan usulan penghapusan piutang pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat :
a. nama dan alamat wajib pajak;

b. jumlah piutang pajak;
c. tahun pajak; dan
d. alasan penghapusan piutang pajak.

(4) P?utang pajak yang dapat dihapuskan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. SPPT,
b. SKPD;
¢ STPD.

(5) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) BPPRD menyusun daftar usulan penghapusan piutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
sudah Kadaluwarsa berdasarkan hasil penelitian.

(2) Kepala BPPRD menyampaikan daftar usulan penghapusan
piutang Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang sudah Kadaluwarsa yang telah diteliti kepada
Bupati.

(3) Bupati membentuk Tim penghapusan piutang pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah
kadaluwarsa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Unsur Tim Penghapusan Piutang Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

Bupati Tanah Bumbu;

Wakil Bupati Tanah Bumbu;

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

Asisten Sekretaris Daerah yang Membidangi Urusan

Pemerintahan Bidang Pengelola Keuangan Daerah;

e. Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Perangkat Daerah/ Unit Kerja Lain Sesuai Kebutuhan;

poop

(5) Tim Penghapusan Piutang Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) melakukan penelitian setempat
atau penelitian administrasi untuk piutang pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang sudah
kadaluwarsa.

(6) Hasil penelitian setempat atau penelitian administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam
laporan hasil penelitian.
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(7) Laporan Hasil Peneliatian sebagaimana dimaksud dalam
ayat.(6) harus menggambarkan keadaan Piutang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
S1:,ldah Kadaluwarsa sehingga dapat diusulkan untuk
dihapus berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
yang Sudah Kadaluwarsa ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapka di Batulicin

2 A é. Pk Y :; o | pada tanggal 12 jopember 2019
{elepn V; [ BUPATI TANAH BUMBU,
RLEITN
Dag hacam |\
bppp | — ; H. SUDIAN NOOR

RN TR T Y T R L A T ST

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 joperer 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

RO ANDI SALEM
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
NOMOR 76
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